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ABSTRAK

Penelitian hukum sosiologis terhadap Pelaksanaan
Undang-Undang Bagi Hasil di Kabupetan Pati (Studi Kasus di

Beberapa Desa) ini dimaksudkan untuk :

1. Mengungkapkan pola-pola bagi hasil pada beberapa desa
di Kabupaten Pati. o
2. Untuk menemukan hukum yang digunakan oleh petani  dalam

bagi hasil sehubungan denga UU No.'2 Tahun 1960.

Metode penelitian ayng digunakan dalam penelitian
ini adalah melode penelitian kuantitatif. Kesimpulan yang
diperoleh adalah babwa UU No. 2 Tabun 1960 +tidak dapat

dilaksanakan secara efektif. Hal ini disebabkan :
1. Tidak adanya kominikasi hulcam. '
Z. Kebiasaan masyarakat yang tidak mendukungw
3. Kurangnya kemauoan pemerintah (political will).
4. Pola bagi hasil tergantung pada konsep pagar (permin-—

tasn dan penawsran ).



ABSTRACT

This socio-legal researc on  Inplementation of
Sharing act (UU No. 2 Tabhun 1960) in Pabti Regeacy (Study
Cane HBoveral Villapges) has same poals -

1. To reveal about the sharing agreemeﬂt type ini Poti.
2. Mo find the law that ié uged by the farmers in sharing
agreement and its lofluence factors.

Thig r:ﬂemrchim'done in Pati Regency. The Quantito-
tive research methode is used this research. Thera are
samne conclusion have taken from this research. The Sharing
Act. cuoldn”t implemented in area research because same
factors : |
1. There is no legal-communication about It;

Z. The farmer’s cugstom (legal culture) 3
3. Government political will
4. Sharing agreement type is defined by markel concept

(suply and dmand in land owner and worker).




SUMMARY

IMPLEMENTATION OF THE SHARING ACT IN PATI REGENCY - CENTRAL
OF JAVA (3TUDRY CASIL ON SEVERAL VILLAGES)

by

Subteki, Abdul Jalil, Edy Sismarwoto,
Dyah Wijaningsih.

Faculty of Law

Diponegoro University

The topic of this research is. Implementation of
Sharing Act in Pati Regency - Central of Java (Sudy Case on
Several Villages). This research 1is- done +to provide
information about Sharing Act (U0 No. 2 Tabhun 1960)
implementation and its influence factors. Guantitative

Research Methode is used in this study caease researvch.

The results showed that implememtation of Sharing
Act in  farming is influenced by several fackors. Those
factors are : .
{1). Legal (order) factor ;:
(2). Law enforcer factor ;
(3). Government plitical will factor ;
(4). Legal communication factor ;

(5). Legal cultur (socliety custom) factor.

It was concluded that the farmers were chosed
sharing type themself, it coused they‘ didn"t underotood

aboult sharing apgreement order.

(LP, imiversitas Diponegoro, Kontrak : 120/PT08.0P/B/1995
tanggal 1 September 1899D0).
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I. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional sebagaimana digariskan dalam
Garis—-Garis Besar Haluan Negara 1993, dilaksnakan melalui
empat aspek pembangunan nasional yéitu aspek ckonomi,
aspek sosial, aspek politik dan aspek pertahanan dan
.keamanan- Pembangunan pada aspek eckonomi dilaksanakan
melalui 18 sekbor. Salah satu dari sektor tersebut adalah
sektor pertanian. Pembangunan pada $ektor pertanian ini
sudah selavaknya mendapat perhatian yang besar. Hal ini
mengingat sektor ini masih menjadi faktor penentu bagi
rembangunan nasional secara keseluruhan.

Hukum dalam fungsinya sebagai sarana rekayasga
sosgial, +telah merasuk ke segala aspek kehidupan manusia
termasuk di dalamnya kehidupan ekonomi dalam hal ini
sektor pertanian. Undang-Undang Bagl Hasil (di singkat
UUBH) yakni UU No. 2 Tahun 18980 beserta peraturan
pelaksanaannya, merupakan salah = satu gsarana untuk
melaksanakan pembangunan pada sektor pertanian dalam
rangka untuk menyamakan persepsi, menertibkan masalah
perjaniian bagi hasil tanah pertanian dan akhirnya
diarahkan agar petani penggarap (yang pada umumnya miskin)
meningkat pendapatannya.

Upaya penanggulangan kemiskinan masyarakat pedessan,
dapat ditempuh dengan peningketan pendapatan, antara lain
oleh pemerintah ditempuh melalui pelaksaonaan Undang--Undang
Bagi Hasil. Hal ini sesuail dengan isi dari konsiderans
JUBH, vang pada dasarnya mempunyai dasar pertimbangan
" keadilan mengenai pembagian hasil tanah, antarn pemilik
dan penggarap banah. '

Dalam rangka untuk melindungili golongan yang ekonomi-
nya lemah terhadap praktek-praktek yang sangat merugikan-—
mereka dari golongan yang kuat dalam prakiek perjaniian



bagi hasil ini, maka di bidang agraria diadakanlah ini,
yang bertujuan mengatur perjanjian bagi hasil bLersebut
dengan maksud agar pembagian basil tanah antara pemilik
dan penggarap dilakukan atas dasar adil disamping dengan
ditegaskannya tentang hak dan kewajiban dari pemilik dan
penggarap terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi
para penggarap vang biasanyva berada dalam kedudukan yang
tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak
banyak, sedang Jjumlah orang yang ingin:menjadi pPengLarap
sangal banyvak. r

Besarnya bagian bagi hasil yang menjadi hak masing-
masing pihak pada kenyataannya tidak tédapat keseragaman,
karena hal itu secara sosiologis tergéntung pada  tanah
yvang tGersedia, banyaknya penggarap vang menginginkannya,
keadaan kesuburan tanabhnya maupun kgkuﬂtam kedudukan
pemilik tanah dalam masyarakat setempat. Berkaitan dengan
kenyataan yang menunjukkan bahwa pada umumnya Lanah yang
tersedia tidak banyak, sedangkan jumlah orang yang ingin
menjadi penggarapnya sangat banyak maka sering kall peng—
garap terpakasa menerima syarat-syarat perjandian yang
memberikan hak kepadanya atas bagian:yang sangat tidak
seguasl dengan biava dan tenaga yvang telahb digunakén untuk
mengusahakan tanah garapannya. Ditinjau dari segi Jangka
waktu perjanjiian bagi hasil, umumnya ﬁidak terdapat kes-—
eragamnan dan  berlangsungnya perjanjian tersebut pada
umumnya hanya lLergantung semata—mata pada kesediaan yang
berhak atas tanah,'sehinéga penggarap tidak mempunyai
Jaminan akan memperoleh tanah garapan déngan Jangka waktu
vang layak. Hal ini pada akhirnya akan berpengaruh pada
pemeliharaan kesuburan tanah disamping.merupakan prenyehab
mengapa penggarap seringkali menerima syarat-syarat yang
berat dan tidak adil. |

Ditinjau dari masa berlakunya, UUBH sudah lama
diberlakukan, namun demikian UUBH tersebut belum dapat
dilaksanakan secara efektif hingga waktu sekarang. Hal ini

terbukti dari pengamatan, bernyata masih ada pembagilan
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hasil +tanah dengan perbandingan 1:1_ dari hasil kotor,
padashal hasil tanah yang dibagi seharusnya hasil tanah
bersih, yaknl hasil kotor yang telah dikurangi dengan
biaya rerawatan sampai hasil dipahen. Keadaan yang
demikian sudah tentu disebabkan oleh berbagai faktor, baik
faktor ekonomis maupun faktor yuridis-kultural, sehingga
menentukan mengapa pebani tersebut tidak mematuhi
peraturan dalam UUBH. Kondisi ini pada akhirnya juga akan
mempengaruhi  upaya penanggulangan kemiskinan masyarakat
pedesaan  ( dalam penelitian inil masyarakat pedesaan di
Kab. Pati ).
Untuk mengetahui apakah UUBH dapat diterima oleh
magyarakat pedesaan atau tidak, apakah masyarakat pedesaan
tersebut mencari alternatif lain dalam pembagian hasil
tanabnya yang mereka anggap lebih adil dan fakbor-faktor
apa vang mempengaruhinya sertba bagaimana pengaruh
pelaksanaan UUBH tersebut terhadap upaya penanggulangan
kemiskinan masyarakat pedesaan, sekaligus ingin dicari
alternatif pemecahan terhadap masalah yang muncul sehingga
pelaksanaan. UUBH benar-benar dirasakan manfaatnya oleh
petani, maka penelitian ini perlu untuk dilakukan, dengan
mengambhil lokasi di Kabupaten Pati.
Penelitian di pedesaan Kabupaﬁen Pati  ini Jjuga
diprerlukan untuk mengetahui kondisi pertanian ( terutama
mengenali pelaksanaan UUBH dan masalah vang Limbul) di
daerah pantai, hal ini mengingat sebégian dari pedesaan
Kab. Pati berada di wilayah pantai. _
Dalam penelitian ini, masalah @ yang diajukan dan
reriu mendapat pemecahan adalah sebagai berikut :
Masyvarakat petani pedesaan, khususnya petani di  Rab.
Pati belum secara efektif melaksanakan UUBH besgerta
peraturan—peraturan pelaksanaannya. Dengan alasan ini
ingin diketahui dan dicari soluaihya adalah hal-hal
sebagai berikut : :

1. Iakbtor-fakbor apa saja vang mempengaruhi relaksanaan
UlBH tersebut.

Eal]
o



2. Apakah masyarakat petani pedesaan tersebut memilih
pembagian hasil tanah dengan cara lain yang dianggap
lebih adil dan apa sebab-sebabnya.

Melalui pertimbangan yang menyeluruh dan Xkarena
keterbatasan wakbtu serta biava yvang tersedia maka pada
penelitian ini lebih ditekankan pada studi kasus dengan
mengambil sampel sebanyak dua desa pada dua hecamatan yang
berbeda ( Kecamatan Tayu dan Kecamatﬁn Tambakromo) di
Kabupaten Pati. Kendatipun dari hasil penelitian @ sudil
kasus ini tidak dapat ditarik generalisasi, namun diharap—
kan penelitian ini mampu memberikan referensi bagi peneli-
tian mengenai perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang

lebih luas sifat maupun ruang lingkupnya.
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